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Skripsi ini berjudul “Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Unjuk-
Rasa di Kota Makassar (Perspektif HAM dan Hukum Islam)”. penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Polri terhadap aksi Unjuk-rasa 
khsusnya di wilayah Kota Makassar. Dalam pembahasan tersebut tentunya sangat 
krusia apabila disandingkan dengan berbagai persoalan-persoalan sosial masyarakat. 
Dalam membahas persoalan terkait dengan tugas dan peranan kepolisian yakni 
beberapa kendala polisi dalam menanggulangi Unjuk rasa, serta perspektif HAM dan 
Hukum Islam terhadap aksi Unjuk rasa. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 
kepustakaan (library research) dan peneliyian lapangan (field research). Populasi 
dari penelitian ini adalah para anggota kepolisian di Polresta Makassar Timur. 
Berdasarkan padal hal tersebut, penelitian yang penulis lakukan pada Polresta 
Makassar Timur dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara dan 
angket. Adapun teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif untuk angka-
angka yang diperoeh dari observasi dan jawaban atas kuesioner serta metode 
kualitatif untuk data yang diperoleh lewat wawancara. Olehnya itu dibutuhkan 
pengetahuan dalam rangka meningkatkan penertiban berunjuk-rasa. Karena 
mengingat pentingya berbagai persoalan penertiban tersebut. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan berbagai persoalan yang ada 
dan berbagai kendala dalam meyelesaikannya. Namun diperlukan juga kerja sama 
antara dua pihak baik dari pihak kepolisian maupun pihak Unjuk-rasa agar senantiasa 
menjaga keamanan, mematuhi peraturan  pada saat aksi Unjuk-rasa berlangsung 
dilapangan agar tidak terjadi kerisuhaan-kerisuhan yang merugikan banyak pihak 
maka dari itu perlu meningkatkan sosialisasi tentang tata cara berUnjuk-rasa yang 
aman sesuai dengan ajaran Islam dan Hukum di Negara Indonesia. 
Implikasinya agar kiranya tidak merusak fasilitas umum atau merugikan 
banyak pihak supaya tercipta iklim berunjuk-rasa yang kondusif dan aman, sehingga 
semua pihak akan merasa tenteram dengan keberadaan polisi sebagai pengayom 




A. Latar Belakang Masalah 
Unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari hal ini 
terlihat dilayar televisi maupun disurat kabar dimana demonstrasi dilakukan untuk 
menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan 
masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan 
nepotisme.  
Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang 
dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan 
untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang 
dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya 
penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umunya 
dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah. 
Kepolisian merupakan instrument penting dalam hal  menanggulangi 
unjuk rasa khususnya di kota Makassar berdasarkan perspektif HAM dan hukum 
islam dimana tugas dan peranannya adalah sebagai pelindung dan pengayom 
masyarakat disamping untuk menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas 
masyarakat, juga menjaga stabilitas sosial agar tetap kondusif. 
Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak 
konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 
pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap 





hokum (determined by law), semata untuk menghormati penikmatan hak dan 
kebebasn orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan 
kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratik.1 
Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan 
pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan 
berkumpul, berekspresi dan berpendapat. Unjuk rasa yang dapat berupa 
demonstarsi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam 
konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan 
bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional alias 
Constitutional rights) namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum 
Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasioal sebagai Hak Konstitusioanal 
sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya Negara dan segenap 
aparaturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan 
memajukannya.2 
Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan 
tangan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atas kondisi 
mayarakat yang jauh dari konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 
tanpa memandang siapa dan dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang 
dimotori oleh aktivis Mahasiswa, LSM, Ormas, Organtaktis, khususnya 
Mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, Agent of change atau berwawasan 
                                                          







luas, dan Agent of control yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah, 
mengimbnagi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat. 
Peran polri sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan 
rumah bagaimana mendesign format baru untuk menanggulangi, membendung, 
menertibkan, dan mengamankan para massa demonstrasi yang tidak terkendali 
sesuai dengan realitas yang sering terjadi bentrokan antara massa unjuk rasa dan 
polisi. Untuk itu bagaimana peran polri sebagai pelaksana undang-undang baik 
secara instiusi polri, pemerintah dan konstitusinya maupun secara agama menekan 
adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa 
tersebut. 
Dalam menangani unjuk rasa dilapangan setiap personil polisi 
diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri tetapi harus 
berdasarkan demi keamanan, ketertiban dan kepentingan umum. Untuk pihak 
kepolisian pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk rasa bersifat 
bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No.9 tahun 1998 tentang 
kemerdekaan menyampaikan pendapat, terhadap unjuk rasa tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu dengan membubarkan unjuk rasa tersebut, bagi setiap personil 
anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi 
sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek.3 
Ada pula yang mengemukakan bahwa kepolisian sebagai institusi negara 
berperan sebagai pengayom, pembimbing, pelindung, pelayan, penegak hukum 
                                                          
3Yunita Dwi Aryani, http://lib.unnes.ac.id/5800/ Pelaksanaan tugas kepolisian dalam 





dan mencegah serta menanggulangi terjadinya tindak kriminal di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat.4 
Dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara RI., No. 28 Tahun 
1997, dikemukakan bahwa: 
“Kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib 
dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna 
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.5 
 
Penguatan identitas baru kepolisian (paradigma baru) harus berorientasi 
keluar yaitu sosial, kepada masyarakat, berupa pemeranan fungsi-fungsi yang 
dikehendaki masyarakat terhadap kepolisian.6 
Lembaga kepolisian untuk berbenah dan mulai mengembangkan 
kemampuan yang jauh lebih memadai, terutama bagaimana memfasilitasi 
kebutuhan masyarakat untuk menyatakan pendapat, keberatan atau 
pembangkangan pada keputusan pemerintah. Polisi yang senantiasa dibekali oleh 
pengetahuan yang tegas, rinci dan tidak diskriminatif, dituntut untuk melindungi 
aspirasi masyarakat sekaligus menyelamatkan politik Negara. Jika sedikit salah 
                                                          
4 M. Karjadi, Polisi:Filsafat dan Perkembangan Hukumnya (Cet. I; Bandung: Karya 
Nusantara, 1978), h. 160. 
5 Dihimpun Tim Perumus Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang RI. No. 28 Tahun 
1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Cet. II; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2000), h. 5. 
6Dian Pungky, Totok Sugianto Dkk. Inilah Buku HAM untuk AKPOL (Yogyakarta:Tim 





penanganan atau penerapan, maka yang timbul adalah keberatan dari berbagai 
pihak, terutama mereka yang selama ini menjadi aktor utama penegakan HAM.7  
Kegiatan Unjuk rasa banyak ditempuh oleh warga masyarakat untuk 
menunjukkan aspirasi terkait dengan kebijakan pemerintah baik dalam level 
nasional maupun daerah. Ada ekspektasi bahwa dengan unjuk rasa apa yang 
menjadi aspirasi masyarakat akan dapat diketahui dan didengar yang pada 
gilitannya diharapkan pemerintah akan mengubah kebijakannya. 
Pada zaman sekarang, tatkala semua orang boleh menyampaikan 
aspirasinya, bebas berbicara, bebas menentukan hak pilihnya, dan bebas 
berekspresi ternyata banyak sekali kita saksikan undang-undang islam dilanggar 
begitu saja tanpa menghiraukan norma-norma islam yang ada. Diantara sikap 
yang meneylisi norma islam itu adalah dengan melakukan aksi demonstrasi (unjuk 
rasa) yaitu sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang. 
Demonstrasi ataupun unjuk rasa merupakan salah satu cara untuk 
menampakkan aspirasi ataupun pendapat masyarakat (ta’bir ar-ra’yi) secara 
berkelompok. Secara umum aktivitas menampakkan aspirasi atau pendapat (ta’bir 
ar-ra’yi) dalam islam adalah perkara yang diperbolehkan (Mubah) hukumnya 
sama seperti kita mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang suatu perkara, 
hanya saja ini dilakukan untuk sekelompok orang.8 
Pandangan islam yang menjadikan masirah (unjuk rasa) sebagai usul 
mengungkapkan aspirasi atau pendapat yang bisa dilakukan bisa juga tidak, sangat 
                                                          
7 Ibid, h. 60 
8 Ahmad dhoriman, http://miauideologis.multiply.com/journal/item/135 Hukum Islam 





berbeda dengan pandangan masyarakt sosialis dan komunis. Mereka menganggap 
Muzhaharah (demonstrasi) sebagai salah satu metode baku (thariqah) dalam 
melakukan perubahan masyarakat. Bagi mereka, demonstari adalah semacam 
antitesa untuk menggerakkan proses perubahan masyarakat kearah yang mereka 
inginkan.9 
Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan sebagaimana dalam QS an-Nahl/16:125 
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Terjemahnya: 
“Serulah (manusia) kepada Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik   
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya TuhanMu Dialah 
yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 
yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk”.10 
 
Salah satu dalil umum yang membenarkan unjuk rasa adalah perintah amar 
ma’ruf nahi munkar yang diwajibkan keatas umat Islam. 
B. Rumusan dan Batasan Masalah 
Dalam analisa Latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dipetahkan 
menjadi masalah pokok dalam penelitian dan penulisan skripsi, maka penulis 
merumuskan ke dalam sub-sub point masalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa? 
                                                          
9 Ibid. 
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 





2) Apa kendala kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa di Kota Makassar? 
3) Bagaimana Perspektif  HAM dan Hukum Islam dalam menyikapi unjuk rasa? 
Dalam membahas persoalan yang terkait dengan tugas dan peranan 
kepolisian maka tentunya membutuhkan postu analisa yang luas sehingga 
spesifikasi kajian penelitian yang menguras energi intelektual, perlu di letakkan 
dalam ruang sempit pembahasan dan terbatas pada titik persoalan terkait peranan 
kepolisian dalam menanggulangi para unjuk rasa  sesuai prosedur administrasi 
dan legitimasi dalam tinjauan HAM dan hukum islam. 
C. Hipotesis 
Dari rumusan masalah di atas, maka penulis mencoba memberi jawaban 
sementara untuk dibuktikan kebenarannya berdasarkan objek penulisan skripsi ini 
sebagai berikut: 
1. Polisi Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang terstruktur 
dalam organisasi kenegaraan Indonesia yang memiliki peran untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri agar tetap terjaga 
keadaan kondusif. Namun dalam tahapan implementasinya sering 
terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian yang 
dipicu oleh salah pengertian atau miscommunication. 
2.  Faktor yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi unjuk 
rasa di kota Makassar yaitu tidak adanya formulasi gagasan untuk 
dipahami masing-masing pihak yang berkepentingan, sehingga susah 





3. Dalam perspektif  HAM dan UUD 1945 pada intinya menyatakan 
bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk 
pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hukum 
(determined by law), semata untuk menghormati penikmatan hak dan 
kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban 
umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratik, 
sedangkan dalam hukum islam pada prinsipnya memberikan postur 
legitimasi mengenai perkara manusia yang meniatkan pada kebaikan 
mendatangkan kemaslahatan dibumi. manusia sebagai pemimpin di 
muka bumi diberikan tanggung jawab  untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan baik didarat dan laut, maka setiap yang merusak atau 
mengganggu keamanan dan ketertiban akan di berikan sangsi atau 
ganjaran atas perbuatannya sesuai nas Al quran ,hadis maupun sumber 
hukum islam lainnya 
D. Defenisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian 
Judul skripsi ini berjudul “Peranan Kepolisisan dalam menanggulangi 
Unjuk Rasa di Kota Makassar (Perspektif HAM dan Hukum Islam)”. Judul yang 
di angkat dalam skripsi ini terdapat istilah-istilah yang memerlukan terjemahan 
atau pengertian dengan gambaran yang jelas, agar menghindari penafsiran yang 
keliru terhadap makna dan maksud yang terkandung dalam topik pembahasan 
skripsi ini, maka penulis menguraikan kata-kata atau beberapa pengertian  yang 





1. Peranan : Berasal dari kata “peran” yang berarti sesuatu yang 
menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam 
terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).11 
2. Kepolisian : Kata “kepolisian” berasal dari kata “polisi” yang berarti 
badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan 
ketertiban umum, atau juga anggota dari badan pemerintahan yang 
menjaga keamanan.12 
3. Menanggulangi/tanggulangi: menahan serangan, kesukaran, dan 
sebagainya.13 
4.  Masirah (Unjuk rasa) yaitu aksi sekelompok masyarakat untuk 
mendukung atau menuntut sesuatu, akan tetapi tidak disertai 
pengrusakan, penghancuran dan pembakaran atas barang-barang milik 
umum maupun khusus milik individu.14 
5. Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, 
                                                          
11W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. VII; Jakarta: Balai 
Pustaka, 1984), h. 735 
12 Ibid., h. 763 
13Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru (Cet. I;Surabaya:Amelia, 
2003), h. 480 







dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia.15 
6. Hukum Islam yaitu hukum yang berdasarkan syariah Islam yang 
bersumber dari Al Quran dan hadis.16 
Berangkat dari pengertian judul serta ruang lingkup pembahasan tersebut, 
maka dirumuskan secara Operasional bahwa judul “Peranan Kepolisian dalam 
mananggulani Unjuk Rasa perspektif HAM dan Hukum Islam”dimaksudakan 
bahwa Polisi mempunyai peranan penting dalam menanggulangi atau menyikapi 
Unjuk rasa yang dilakukan oleh segenap kelompok masyarakat, dalam hal ini 
berdasarkan perspektif HAM dan Hukum Islam khususnya pada wilayah 
Makassar.  
E. Tinjauan Pustaka 
1. Shajipto Rahardjo dalam buku Membangun polisi sipil karangan yang 
menulas bagaimana Hukum menyediakan banyak peluang agar polisii dapat 
menjadi pahlawan bagi bangsa dengan bertindak progresif membuar pilihan-
pilihan tepat pekerjaannya. 
2. Dian Pungky, Totok Sugianto Dkk. Dalam bukunya Inilah Buku HAM untuk 
AKPOL. Dalam buku tersebut telah mencoba melihat bagaimana dilema dan 
kelemahan penegakan HAM oleh polisi ini. Buku ini ada banyak ilustrasi 
komik yang mendukung; ini bukan buku yang bicara soal HAM dari teori ke 
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teori, karena buku ini lebih banyak melihat kenyataan tentang penegakan Hak 
menyampaikan aspirasi didepan umum seperti sekarang agak menjadi dilema. 
Karena yang dihadapi kini adalah masyarakat yang lebih berani, lebih kritis, 
dan media yang siap meyiarkan apapun ulah mereka.  
3. Sadjijono dalam buku Hukum Kepolisian (Polri dan good governance) dalam 
buku ini memaknai bahwa polisi adalah sebagai organ yaitu suatu lembaga 
pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan Kepolisian sebagai organ dan 
fungsi. Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan 
berstruktur dalam ketatanegaran yang oleh Undang-undang diberi tugas dan 
wewenang serta tanggung jawab. Semua itu dalam rangka memelihara 
keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarat, yang pada giliranya 
dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri. 
4. Tabah Anton. Menatap Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Indonesia Utama Farma, sp. 2003. Buku ini menjelaskan tentang komitmen 
penegakan Hukum oleh aparat Kepolisian dengan berbagai interkoneksitasnya 
dengan kondisi Masyarakat, dimana dalam melihat kondisi bermasyrakat 
sering ditemukan adanya pelanggaran hak-hak warga yang dilakukan oleh 
aparat kepolisian. 
5. Suparlan, Parsudi. Polisi Masa Depan. Dalam bunga rampai Ilmu Kepolisian 
Indonesia. Jakarta 1994. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana selayaknya 
aturan yang ada dan gambran tentang kondisi penegakan hokum masa depan 





6. Undang-undang kepolisian, UU No.2 tahun 2002. Visi Medias. Dimana dalam 
referensi ini penulis akan mengutip bahasan tentang berbagai peratuan tentang 
kepolisian. 
7. M. Oudang. Perkembangan kepolisian di Indonesia, Mahabarata, 2006. 
Menjelaskan tentang berbagai prestasi yang telah dicapai oleh kepolisian 
dalam membetuk citranya sebagai pengayom masyarakat, penegak hokum dan 
penjaga supremasi. Namun dalam penjelasan akan melihatnya dari perspektif 
penulis dimana dalam perkembangan kepolsian tersebut, terdapat berbagai 
fenomena mendasar di masyarakat.  
8. C. Soemaryono, SH. Etika profesi Hukum (Norma-norma bagi penegak 
Hukum). Jakarta:kanisius. 1995. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana 
polisi akan bergerak melaksanakn peraturan yang harus dijalankannya agar 
dapat berjalan dengan berbagai kaidah yang ada secara normative dan sesuai 
dengan keinginan masyarakat, sehingga dengan norma tersebut diharapkan 
pelanggaran terhadap hak Asasi Manusia dapat diminimalisir. 
9. Kunarto, Seri Merenungi Kritik terhdap Polri. Cipta Manunggal, 1999. 
Mengungkap berbagai kritikan yang dialamatkan kepada kepolisian dan tata 
cara menghadapi berbagai kritikan tersebut agar menjadi sebuah langkah 
konstruktif dan repelektif bagi kepolisian dalam rangka membangun integritas 
polisi sebagai pengayom masyarakat. 
10. Hoegeng Iman Santoso, Abrar Yusra, Ramadhan Karta Hadimadja, Polisi 
Idaman dan Kenyataan. Pustaka Sinar Harapan, 1993. Dalam perkembangan 





bagi ide /gagasan dan realitas/kenyataan. Kondisi inilah yang dikemukakan 
dalam buku ini dimana dalam menjelaskan gagasan dan kenyataan yang 
menyangkut persoalan kepolisian, mesti dilakukan berbagi penelahan kondisi. 
Berbagai kondisi tersebut pun di analisis dengan baik. Dalam penjabaran buku 
ini mengingat berbagai ketimpangan dalm institusi kepolisian dan permintaan 
penegakan hokum dari masyarakat yang semakin  meningkat. 
11. Amiruddin, dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Press, 2004. 
Dalam buku ini penulis mengutip berbagai metode yang dilakukan dalam 
melaksanakan penelitian hukum.   
12. Saiful arif dalam buku Ilusi Demokrasi. Dengan hadirnya buku ini merupakan 
bentuk kebebasan yang ditawarkan dalam struktur demokrasi modern. 
Didalamnya keleluasan yang maha luas untuk mengelola, memelihara, 
menginterpretasikan, meminjam, mengkonstruksi, dan merekonstruksinya lagi 
menjadi sebuah teks baru.dalam hal ini, akan mengungkap hubungan 
kekuasaan yang terjadi pada system perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme. 
Ketiganya atau dua terakhir meruapaka “ideologi” yang cukup penting dalam 
membenntuk struktur manusia hingga saat ini.     
13. Liliana Tedjosaputri dalam buku Etika profesi dan dan profesi hukum  
membahas tentang Menyentil polisi yang berprofesi, menjaga keamanan, 
ketertiban dan perlundungan terhadap HAM serta menjaga kode etik 
kepolisian. 
14. Miftahuddin dalam buku Radikalisasi Pemuda PRD melawan Tirani 





berkembang suatu jenis kecendekiaan yang sangat berbed. Normalisasi 
kampus menghidupkan kelompok-kelompok diskusi di kampus-kampus. 
Radikalisasi angkatan muda itu mendapat wujudnya yang paling menonjol 
dalam suatu kelompok diskusi yang kelak membentuk partai-partai rakyat 
demokratik, PRD. Perlawanan terhadap orde baru dijalankan dalam cara yang 
tidak terbayangkan oleh semua oranng yang menikmati orde baru.  
15. Emilianus Afandi dalam buku menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, 
HAM dan kebebasan. Buku ini menyajikan penjelajahan atas Demokrasi dan 
Hak Asasi Manusia, yang secara spesifik mengupas tentang pemasungan hak 
kebebasan berekspresi di Indonesia.buku inimerupak hasil studi regulasi 
PBHI, malihat pola pemasungan kebebasan berekspresi telah dilegitimasi oleh 
UU NO.9 tahun 1998, UU yang sejatinya dapat memberdayakan masyarakat 
justru malah sebaliknya hak-hak kebebasan tersebut dibelenggu.  
16. Sagimun MD dalam buku Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai 
Proklamasi. Buku  ini adalah suatau gambaran yang jelas tentang perjuangan 
para pemuda-pemuda gambaran yang jelas tentang perjuangan para pemuda-
pemuda kita sejak sumpah pemuda itu lebih-lebih dapat memberikan 
gambaran kepada generasi muda sekarang yang tidak mengalami perjuangan 
pada waktu itu. Hendaknya buku ini memberikan dorongan kepada mereka 
untuk bertindak dan berjuang bagi Nusa dan Bangsa dengan semangat yang 







F. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Secara khusus Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
dengan jelasnya berikut ini: 
a. Untuk mengetahui sejauh mana peran polisi dalam mananggulangi 
pengunjuk rasa di kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam 
menyikapi unjuk rasa di kota Makassar 
c. Untuk mengetahui tanggungjawab polisi dalam menyikapi pengunjuk 
rasa di kota Makassar dengan cara damai maupun anarkis dalam 
pendekatan HAM dan hukum  Islam. 
2. Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan ilmiah yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 
memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan hukum yang 
sekaligus merupakan sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan. 
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada mahasiswa dan polisi 
dalam mempelajari hukum islam khususnya kajian demonstrasi dan 





4. Dapat mengsosialisasikan kepada komponen masyarakat luas dalam 
memahami peran polisi dan pergerakan para pengunjuk rasa yang  
selama ini dilakukan. 
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 
Pembahsan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab. Pada Bab pertama 
diawali dengan pokok pikiran yang menjadi latar belakang masalah tentang 
pentingnya pembahasan ini. Selanjutnya diuraikan rumusan masalah, Definisi 
Operasional dan Ruang Lingkupnya, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Tujuan 
dan Kegunaan Penelitian serta garis-garis besar isi skripsi. 
 Pada bab II, diuraikan mengenai  Kajian pustaka tentang Peranan kepolisian 
tentang Unjuk rasa yang terdiri dari  Pengertian Unjuk rasa/Demonstrasi, Sejarah 
Unjuk rasa, Pengertian Kepolosian, Peranan kepolisian dalam menanggulangi 
Unjuk Rasa, Pandangan Hukum terhadap Unjuk rasa, konsep HAM terhadap 
unjuk rasa, pandangan Islam terhadap unjuk rasa. 
 Pada bab III,  diuraikan mengenai Metodologi penelitian tentang bagaimana 
cara yang telah dilakukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang terbagi 
atas beberapa bagian diantaranya Pendekatan dan desain penelitian, Lokasi dan 
waktu penelitian, populasi dan sampel, tipe dan sifat penelitian, jenis dan sumber 
data, instrument penelitian, tekhnik pengumpulan data, metode pengolahan dan 
analisis data. 
Pada bab IV akan memaparkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh 
peniliti secara garis besarnya antara lain, gambaran umum lokasi penelitian, 





dalam menanggulangi unjuk rasa, pelaksanaan hak-hak dan penanggulangan 
hukum unjuk rasa dikhalayak umum, kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian 
dalam melakukan penertiban atau penanggulangan aksi unjuk rasa diwilayah kota 
Makassar. 
Bab V, pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan implikasi berdasarkan 
analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap 
permasalahan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran 



















  Skripsi ini mengkaji tentang “Peranan kepolisian dalam menanggulangi 
Unjuk rasa di Kota Makassar (perspektif  HAM dan Hukum Islam)”, mangkaji 
dan membahas tentang masalah ini khusunya untuk wilayah Kota Makassar. Pada 
dasarnya masalah peran kepolisian mengawal keamanan dan menata sosial 
kemasyarakatan. 
A. Pengertian Unjuk Rasa (Demonstrasi) 
Unjuk Rasa atau Demonstrasi “Demo” Adalah sebuah gerakan protes yang 
dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan 
untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang 
dilaksanakan suatu menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang 
kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya 
penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. 
Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang 
menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan 
perlakuan majikannya. Namun Unjuk Rasa juga dilakukan oleh kelompok-
kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan 
pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan 
menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. 
Unjuk Rasa memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda jika 





suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 
menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, 
atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains. 
1. Sejarah Unjuk Rasa (Demonstrasi) 
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa 
seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, meski demikian para aktivis 
mahasiswa melihat ada satu kekurangan mendasar dalam gerakan perlawanan 
yaitu tidak ada satu pun kekuatan oposisi yang mau berdiri di garda depan dan 
belum ada wadah politik radikal yang mampu meningkatkan perlawanan missal 
dalam menumbangkan rezim soeharto. Karena itu oara aktivis gerakan 
mahasiswa kiri yang selama ini sudah bergerak dalam wadah-wadah yang sudah 
ada.17  
Unjuk rasa (Demokrasi) dalam lembaran sejarah bangsa: 
a. Tahun 1966 
Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok-
kelompok mahasiswa, di antaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa 
Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama 
di Malang tahun 1947. 
Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring 
dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi 
mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai-
                                                          






partai politik. Misalnya, PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik 
Indonesia dengan Partai Katholik, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 
(GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa (CGMI) dekat 
dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain. 
Di antara organisasi mahasiswa pada masa itu, CGMI lebih menonjol 
setelah PKI tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. CGMI 
secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa 
lainnya, bahkan lebih jauh berusaha memengaruhi PPMI, kenyataan ini 
menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI dan, terutama 
dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan 
diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Konggres V tahun 
1961. 
Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 
tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah 
organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan 
Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni PMKRI, HMI, 
PMII, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama 
Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), 
dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Tujuan pendiriannya, terutama agar para 
aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih 





Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi 
Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), 
Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain. 
Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak 
terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini 
dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan 
mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan 
mahasiswa masih bersifat keDaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu 
adalah mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru, di 
antaranya Cosmas Batubara (Eks Ketua Presidium KAMI Pusat), Sofyan 
Wanandi, Yusuf Wanandi ketiganya dari PMKRI,Akbar Tanjung dari HMI 
dan lain-lain. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten 
negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk 
mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai 
Komunis Indonesia). Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun 
mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta 
diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru. di masa ini ada salah satu 
tokoh yang sangat idealis,yang sampai sekarang menjadi panutan bagi 
mahasiswa-mahasiswa yang idealis setelah masanya,dia adalah seorang aktivis 
yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati yang penting pandangan 





b. Tahun 1974 
Realitas berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 
1974, adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan 
kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan 
militer. Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum 
menginjak awal 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan 
berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru, 
seperti: 
1. Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde 
Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang. 
2. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah 
pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di 
lokasi tersebut. 
Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM), aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa 
adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut 
gerakan "Mahasiswa Menggugat" yang dimotori Arif Budiman yang progaram 
utamanya adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM, dan korupsi. 
Menyusul aksi-aksi lain dalam skala yang lebih luas, pada 1970 
pemuda dan mahasiswa kemudian mengambil inisiatif dengan membentuk 
Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo. Terbentuknya KAK 





khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi 
(TPK), Task Force UI sampai Komisi Empat. Berbagai borok pembangunan 
dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. 
Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara 
dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan 
status quo dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara 
lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang 
yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD. Muncul 
berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat 
maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya 
sebagai pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat kekecewaan, 
mereka mendorang munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada 
tanggal 28 Mei 1971 yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung 
Nasution, Asmara Nababan. 
Dalam tahun 1972, mahasiswa juga telah melancarkan berbagai protes 
terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek 
eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan,misalnya terhadap 
proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di saat Indonesia 
haus akan bantuan luar negeri. Protes terus berlanjut. Tahun 1972, dengan isu 
harga beras naik, berikutnya tahun 1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi 
sampai dengan meletusnya demonstrasi memprotes PM Jepang Kakuei 
Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. 





salah satu tuntutan "Tritura Baru" disamping dua tuntutan lainnya Bubarkan 
Asisten Pribadi dan Turunkan Harga; sebuah versi terakhir Tritura yang 
muncul setelah versi koran Mahasiswa Indonesia di Bandung sebelumnya. 
Gerakan ini berbuntut dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden. 
c. Tahun 1977-1978 
Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang 
aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai 
kegiatan kampus disamping kuliah sebagain kegiatan rutin, dihiasi dengan 
aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dies Natalis, acara 
penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi 
protes kecil tetap ada. 
Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 
1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. 
Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal 
pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, 
pola rekruitmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-
daerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil 
lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan 
dan kepemimpinan nasional. Awalnya, pemerintah berusaha untuk melakukan 
pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah 
Tim Dialog Pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. 





terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa 
dianggap telah melakukan pembangkangan politik, penyebab lain adalah 
karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam 
melakukan aksi diwilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak 
terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa tahun 1974, maka 
akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal. Hal ini kemudian 
diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan 
NKK/BKK di seluruh Indonesia. 
Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya dan tuntutan mahasiswa pun 
tidak membuahkan hasil. Meski demikian, perjuangan gerakan mahasiswa 
1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian 
mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan 
menolak kepemimpinan nasional. 
d. Gerakan bersifat nasional namun tertutup dalam kampus, Oktober 
1977 
Gerakan mahasiswa tahun 1977/1978 ini tidak hanya berporos di 
Jakarta dan Bandung saja namun meluas secara nasional meliputi kampus-
kampus di kota Surabaya Medan, Bogor, Ujungpandang (sekarang Makassar), 
dan Palembang. 28 Oktober 1977, delapan ribu anak muda menyemut di 
depan kampus ITB. Mereka berikrar satu suara, "Turunkan Suharto!" . 
Besoknya, semua yang berteriak, raib ditelan terali besi. Kampus segera 





e. Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1977, berkumpulnya 
mahasiswa kembali 
10 November 1977, di Surabaya dipenuhi tiga ribu jiwa muda. Setelah 
peristiwa di ITB pada Oktober 1977, giliran Kampus ITS Baliwerti beraksi. 
Dengan semangat pahlawan, berbagai pimpinan mahasiswa se-Jawa hadir 
memperingati hari Pahlawan 1977. Seribu mahasiswa berkumpul, kemudian 
berjalan kaki dari Baliwerti menuju Tugu Pahlawan. Sejak pertemuan 28 
Oktober di Bandung, ITS didaulat menjadi pusat konsentrasi gerakan di front 
timur. Hari pahlawan dianggap cocok membangkitkan nurani yang hilang. 
Kemudian disepakati pusat pertemuan nasional pimpinan mahasiswa di 
Surabaya. Sementara di kota-kota lain, peringatan hari Pahlawan juga 
semarak. Di Jakarta, 6000 mahasiswa berjalan kaki lima kilometer dari 
Rawamangun (kampus IKIP) menuju Salemba (kampus UI), membentangkan 
spanduk,"Padamu Pahlawan Kami Mengadu". Juga dengan pengawalan ketat 
tentara. Acara hari itu, berwarna sajak puisi serta hentak orasi. Suasana haru-
biru, mulai membuat gerah. Beberapa batalyon tempur sudah ditempatkan 
mengitari kampus-kampus Surabaya. Sepanjang jalan ditutup, mahasiswa tak 
boleh merapat pada rakyat. Aksi mereka dibungkam dengan cerdik. 
Konsolidasi berlangsung terus. Tuntutan agar Soeharto turun masih 
menggema jelas, menggegerkan semua pihak. Banyak korban akhirnya jatuh. 
Termasuk media-media nasional yang ikut mengabarkan, dibubarkan 
paksa.Pimpinan Dewan Mahasiswa (DM) ITS rutin berkontribusi pada tiap 





mendorong dinamisasi ini. Mereka bergerak satu suara. Termasuk mendukung 
Ikrar Mahasiswa 1977. Isinya hanya tiga poin namun berarti. "Kembali pada 
Pancasila dan UUD 45, meminta pertanggungjawaban presiden, dan 
bersumpah setia bersama rakyat menegakan kebenaran dan keadilan" 
f. Peringatan Tritura 10 Januari 1978, dihentikannya gerakan oleh 
penguasa. 
Peringatan 12 tahun Tritura, 10 Januari 1978, peringatan 12 tahun 
Tritura itu jadi awal sekaligus akhir. Penguasa menganggap mahasiswa sudah 
di luar toleransi. Dimulailah penyebaran benih-benih teror dan pengekangan. 
Sejak awal 1978, 200 aktivis mahasiswa ditahan tanpa sebab. Bukan hanya 
dikurung, sebagian mereka diintimidasi lewat interogasi. Banyak yang dipaksa 
mengaku pemberontak negara. Tentara pun tidak sungkan lagi masuk kampus. 
Berikutnya, ITB kedatangan pria loreng bersenjata. Rumah rektornya secara 
misterius ditembaki orang tak dikenal. 
Di UI, panser juga masuk kampus. Wajah mereka garang, lembaga 
pendidikan sudah menjadi medan perang. Kemudian hari, dua rektor kampus 
besar itu secara semena-mena dicopot dari jabatannya. Alasannya, terlalu 
melindungi anak didiknya yang keras kepala. 
Di ITS, delapan fungsionaris DM masuk "daftar dicari" Detasemen 
Polisi Militer. Sepulang aksi dari Jakarta, di depan kos mereka sudah 
ditunggui sekompi tentara. Rektor ITS waktu itu, Prof Mahmud Zaki, ditekan 





membubarkan aksi dan men-drop out para pelakunya. Sikap rektor seragam, 
sebisa mungkin ia melindungi anak-anaknya. 
Beberapa berhasil tertangkap, sisanya bergerilya dari satu rumah ke rumah 
lain. Dalam proses tersebut, mahasiswa tetap "bergerak". Selama masih ada wajah 
yang aman dari daftar, mereka tetap konsolidasi, sembunyi-sembunyi. Pergolakan 
kampus masih panas, walau Para Rektor berusaha menutupi, intelejen masih bisa 
membaca jelas.  
Dari hal tersebut diatas memberikan keterangan dengan jelas bahwa dalam 
perjalanan sejarah demontrasi telah banyak memberikan pelajaran berharga bagi 
kita anak bangsa untuk menyikapinya secara arif dan bijaksana, serta berusaha 
untuk memperbaiki bangsa dan Negara ini menjadi lebih aman, tentram dan 
damai.  
B. Pengertian Kepolisian  
  Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) 
dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di 
Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan 
bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan 
dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Oleh karena itu di Indonesia dikenal 
pula Polisi Pamong Praja, satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja 
(MPPP) setingkat di bawah Camat (Asisten Wedana dulu). MPPP dulu 





Diraja di Malaysia dan Brunei. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie 
yang mengambil dari bahasa Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang 
berarti warga kota atau pemerintahan kota.18 
C. Peranan kepolisian dalam menanggulangi Unjuk Rasa 
1. Dinamika Kepolisian 
  Kemandirian polisi diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 
1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara 
arif sebagai tahapan untuk mewujudkan polri sebagai abdi Negara yang 
professional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan 
nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan 
sejahtera. Kemandirian polri dimaksudkan bukanlah untuk menjadi institusi yang 
tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri namun tetap dalam kerangka 
ketatanegaraan dan pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. 
Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan polisi 
dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab polri sebagai pengembang fungsi keamanan dalam negeri. Tugas 
dan tanggungjawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada Negara, 
masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya 
melaksanakan kemandirian polri dengan mengadakan perubahan-perubahan  
melalui tiga aspek:  
                                                          





1. Aspek struktural: mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam 
ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. 
2. Aspek instrumental: mencakup filosofi (visi dan Misi), Doktrin, 
kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. 
3. Aspek kultural adalah muara dari perubahan aspek struktural dan 
instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas 
pelayanan polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan 
manajerial, sistem rekrutment, sistem pendidikan, sistem material 
fasilitas dan jasa, sistem anggaran, system operasional.19  
 Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka polri akan terus melakukan 
perubahan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta 
pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. 
2. Sejarah Polri 
  Lahir, tumbuh dan berkembangnya polri tidak lepas dari sejarah 
perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi. Polri telah 
dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan 
dan ketertiban masyarakat dimasa perang, polri juga terlibat langsung dalam 
pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan 
angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh polri karena 
polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. 
Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara 
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tegas pasukan polisi republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur kelas I (Letnan 
Satu) Polisi Mochammad jassin Surabaya, langkah awal yang dilakukan  selain 
mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang 
kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat 
maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan 
perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang di 
dalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih 
ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru 
ingin membantu Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu 
perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. 
Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai 
“Pertempuran Surabaya”. Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan 
secara Nasional yang diperingati oleh bangsa Indonesia pertempuran 10 
Nopember 1945. Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan 
hanya ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat 
heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan 
Negara Indonesia dimata dunia. Andil pasukan polisi dalam mengorbankan 
semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar dalam menciptakan 
keamanan dan ketertiban dalam negeri, Polri juga sudah banyak disibukkan oleh 
operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI dan TII, PRRI, PKI, RMS, 
GAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan 
paling akhir dalam kepolisian yang semakin moderen dan global , polisi bukan 





dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban  regional maupun Internasional, 
sebagaimana kebijakan yang ditempuh oleh PBB yang telah meminta pasukan-
pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi 
kepolisian misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).20 
  Pergeseran paradigma pengabdian kepolisian yang sebelumnya cenderung 
digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat 
telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu 
perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2002  yang menetapkan Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, Penegak 
hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. 
  Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan tampilan selaku 
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap 
kiprah pengabdian anggota kepolisian baik sebagai pemelihara Kamtimas maupun 
sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai 
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya 
yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat.   
3. Tugas Polisi 
  Tugas seorang polisi sangat luas sulit dan beresiko tinggi apalagi soal 
keamanan, tidak hanya soal melanggar lalu lintas, pencuri. Pekerjaan polisi 
berkait dengan bagaimana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan 
mendapatkan pelayanan yang memadai. Selanjutnya seorang polisi diharuskan 
memiliki sikap jujur dan disiplin. Dua sikap ini yang akan menyumbang besar 
                                                          





bagi ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat akan langsung bisa menilai 
bagaimana polisi yang anti suap dan lebih memilih untuk menyelesaikan soal 
hukum lewat prosedur yang benar. Diam-diam masyarakat diajak untuk 
menghargai proses hukum dan merakit kata keadilan melalui apa yang ia lalui dan 
jalankan.21 
  Tugas polisi juga berupa mendekatkan kesenjangan antara ketentuan 
hukum dengan kenyataan dilapangan, bukan menegaskan keterpisahannya. 
Misalnya hukum menyatakan bahwa semua orang kedudukannya adalah sama 
didepan hukum, tuga utama Polisi adalah menghidupkan ketentuan itu dalam 
tugas-tugas dilapangan, bukan mengingkari atau menolak berlakunya ketentuan 
diatas menolak.   
  Secara filosofis tugas Polisi memang menghidupkan semua ketentuan 
hukum yang ada dalam Undan-undang dalam praktek keseharian. Inilah hebatnya 
kepolisian Ia adalah petugas yang memonopoli semua kewenangan penegakan 
hukum yang tertulis dalam Undang-Undang. Tentu ini kewenangan juga dimiliki 
oleh hakim maupun jaksa. Pertimbangan filosofis inilah yang membuat karir 
polisi ini membanggakan, karena: polisi akan mempertimbangkan semua 
keputusan tindakannya melalui ketentuan hukum tertulis dan derajat kerugian 
public yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hukum. Ini membuat tugas 
Kepolisian punya makna suci, karena Polisi diminta untuk menafsirkan ketentuan 
tertulis yang kerapkali akan selalu terlambat memahami kemajuan kejahatan dan 
tidak hirau pada derita korbannya pasti jauh lebih ketimbang sanksi yang 
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diterapkan adalah polisi untuk  mampu menjerat dan memberikan kepuasan 
keadilan pada korban dengan penangan yang terbuka, dapat diketahui dan 
diadili.22 
D. Perlindungan Hukum terhadap Unjuk rasa 
Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan 
pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan 
berkumpul, berekspresi dan berpendapat. Unjuk rasa yang dapat berupa 
demonstarsi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam 
konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan 
bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional alias 
Constitutional rights) namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum 
Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasioal sebagai Hak Konstitusioanal 
sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya Negara dan segenap 
aparaturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan 
memajukannya. 
Dalam konteks relasi hak dan kewajiban ini, segenap aparatur negara 
termasuk kepolisian sebagai aparatur pemerintah mestilah mahfum bahwa  unjuk 
rasa adalah hal yang wajar dilakukan dalam masyarakat demokratik, karena dalam 
negara demokrasi rakyatlah yang sesungguhnya berdaulat (the souvereign). Justru 
di dalam alam politik yang otoriter unjuk rasa ditabukan bahkan 
dikriminalisasikan.  Rejim Orde Baru misalnya, mengkriminalisasikan unjuk rasa, 
dan kerap merespons dengan tindakan kekerasan terhadap warga Negara yang 
                                                          





hendak menyampaikan aspirasinya. Tidak heran pada masa lalu, bahkan unjuk 
rasa yang dilakukan secara damai sekalipun akan dihadapi dengan kekerasan dan 
atau pendekatan keamanan. 
E. Konsep HAM terhadap unjuk rasa 
Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak 
konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 
pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap 
orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan 
hokum (determined by law), semata untuk menghormati penikmatan hak dan 
kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan 
kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratik.23 
Oleh karena unjuk rasa adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak 
konstitusional warga negara, maka pada prinsipnya kegiatan unjuk rasa dan warga 
negara pengunjuk rasa harus dipandang sebagai orang maupun sekelompok orang 
yang sedang menjalankan maupun menikmati hak-haknya sebagai warga negara  
karena martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, paradigma, mindset bahwa 
unjuk rasa adalah mengancam kekuasaan dan oleh karenanya para pelakunya 
sejak awal sebagai musuh (yang oleh karenanya harus dihancurkan) tidak boleh 
menjadi pemahaman di dalam benak aparat negara. 
                                                          






Persoalan yang cukup penting diangkat sejalan dengan lahirnya persoalan-
persoalan dalam demokrasi formal adalah bagaimana mendamaikan yang 
mengagungkan rasio kebebasan disatu pihak, dan kolektivisme sebagai 
perkumpulan dari individu-individu dipihak lain.24 
Kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan 
masing-masing harus dibatasai demi hak dan kebebasan orang lain yang sama 
besarnya, yang merupaka tujuan demokrasi bukanlah kebebasan yang total 
melainkan agar pembatasan kebebasan yang disadari pelu, dibatasi melalui control 
efektif masyarakat dan masyrakat sendii dapat menentukan siapa yang 
memerintahinya.  Kebebasan itu harus  tetap berpedoman pada nilai moralitas, 
cultural dan nilai etis kemanusiaan.25  
 Dalam kaitannya dengan kewajiban menghormati HAM ini, penting untuk 
disadari oleh Semua elemen bahwa meskipun hak dan kebebasan asasi manusia 
dapat dibatasi namun ada berbagai hak asasi manusia yang terbilang sebagai hak 
yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun (non-derogable righs). 
Beberapa hak yang relevan dalam penanganan unjuk rasa terkait dengan hak yang 
tak dapat dikurangkan ini antaranya adalah hak hidup (the right to life, hak untuk 
tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
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Bagaimanapun, penggunaan kekerasan maupun tindakan represif jika digunakan 
secara tidak proporsional berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.26 
F. Pandangan Islam terhadap Unjuk rasa 
Pandangan islam yang menjadikan masirah (unjuk rasa) sebagai usul 
mengungkapkan aspirasi atau pendapat yang bisa dilakukan bisa juga tidak, sangat 
berbeda dengan pandangan masyarakt sosialis dan komunis. Mereka menganggap 
Muzhaharah (demonstrasi) sebagai salah satu metode baku (thariqah) dalam 
melakukan perubahan masyarakat. Bagi mereka, demonstari adalah semacam 
antitesa untuk menggerakkan proses perubahan masyarakat kearah yang mereka 
inginkan.27 
Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan sebagaimana dalam QS an-Nahl/16:125 
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Terjemahnya : 
“serulah (manusia) kepada Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 
bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesunggunhya Tuhan-Mu Dialah yang 
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lebih mengetahui tentang siapa yang teresat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. 28 
 
Salah satu dalil umum yang membenarkan unjuk rasa adalah perintah amar 
ma’ruf nahi munkar yang diwajibkan keatas umat Islam. Hukum islam pada 
prinsipnya memberikan postur legitimasi mengenai perkara manusia yang 
meniatkan pada kebaikan mendatangkan kemaslahatan dibumi. Manusia sebagai 
pemimpin di muka bumi diberikan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan baik didarat dan laut,maka setiap yang merusak atau mengangu 
keamanan dan ketertiban akan di berikan sangsih atau ganjaran atas perbuatannya 
sesuai nas Al quran ,hadis maupun sumber hukum islam lainnya. kaitannya 
dengan tindakan polisi menanggulangi aksi unjuk rasa/demonstrasi dalam 
Menjalangkan tugas menjaga dan mengantisipasi terjadinya gangguan ketertiban 
,keamanan dan melindungi keselamatan setiap nyawa manusia ketika terjadi 
demonstrasi dan unjuk rasa oleh mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya 
adalah tindakan yang terpuji dan di hargai dengan timbangan amal menuju 
surganya allah SWT. 
Bangsa Indonesia makin lama makin percaya akan kemampuan serta 
kekuatan yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka sudah tudak mau 
menggantungkan nasib mereka kepada orang lain atau bangsa ini. Kaum muslim 
Indonesia sudah tergembleng oleh ajaran-ajaran agama islam yang anatar lain 
menegaskna bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau berjuang dan 
berusaha memperbaiki nasibnya. Mereka tidak boleh dan tidak dapat 
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menggantungkan nasib mereka kepada orang lain atau kepada bangsa lain. 
Ajaran-ajaran islam yang seperti itulah yang menyebabkan kaum patriot muslim 
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A. Pendekatan dan Desain Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam 
menjalankannya, berikut beberapa pendekatan yang akan digunakan: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif yaitu, memaparkan 
apa adanya (sesuatu bentuk atau kenyataan yang ada).30 
2. Jenis Pendekatan 
Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan suatu data yang sesuai 
dengan pokok pembahasan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. 
Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan 
kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi, yaitu dengan menggunakan 
logika-logika dan teori sosial baik klasik maupun modern untuk menggambarkan, 
adapun dalam pengidentifikasian pendekatan jenis ini, dapat dilakukan dengan 
melakukan berbagai identifikasi karakteristik sebagaimana yang digambarkan 
oleh Amiruddin, Dkk., sebagai berikut: 
                                                          





a. Bertumpu pada premis normative, yakni menggunakan data sekunder 
sebagai data awalnya dan dilanjutkan dengan data primer atau data 
lapangan. 
b. Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-
undangan, khususnya untuk penelitian yang bertujuan menguji 
evektifitas Undang-undang. 
c. Hipotesis kadang diperlukan sebagai, misalnya penelitian yang ingin 
mencari hubungan antara berbagai gejala dan variable. 
d. Akibat dari datanya, maka alat pengumpulan datanya terdiri dari studi 
dokumen, observasi dan wawancara. 
e. Penetapan sampling diperlukan untuk meneliti perilaku hukum dari 
objek yang akan dikaji. 
f. Pengolahan datanya dapat dilakukan dengan kualitaf dan kuantitatif.31  
Berbagai karakteristik diatas dapat digunakan sebagai alat identifikasi 
untuk mengetahui sehingga akan mudah menentukan jenis dan melakukan 
pengukuran terhadap data yang ada. Adapun jenis-jenis penelitian dengan 
pendekatan sosiologis adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian berlakunya hukum, yang dapat diamati dari berbagai 
perspektif seperti perspektif filosofis, normatif, dan sosiologis. Adapun 
                                                          






komponen yang dapat diteliti dari penelitian jenis ini adalah penelitian 
efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum.   
b. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis, sebagaimana diungkapkan 
oleh Cicero32, bahwa “ dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. 
Maka dapat dilakukan identifikasi terhadap hukum-hukum yang diakui 
dan dilaksanakan, akan tetapi tidak tertulis sebagai aturan baku dalam 
masyarakat. Komponen yang dapat diteliti dari jenis adalah struktur 
sosial dan kebudayaan sederhana, struktur sosial dan kebudayaan 
madya dan struktur sosial dan kebudayaan tinggi (pra modern dan 
modern). 
Yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasrkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu pendekatan hukum yang mengarahkan untuk 
mengetahui permasalahan secara normatif sesuai dengan berbagai teks yang 
membahas secara khusus permasalahan yang akan dikaji. Adapun cirri atau 
karakter yang dapat diidentifikasi dari pendekatan hukum secara yuridis/normatif 
adalah sebagai berikut: 
Data yang digunakan bertumpu pada data sekunder, sumber datanya 
adalah hukum primer, data sekunder dan tersier.33 
Dari ciri penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif di atas, 
penulis menganggap adanya pola penetapan sumber hukum berdasarkan standar 
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ganda dalam menentukan berbagai kerangka teoritis dalam pembentukan hukum. 
Standar ganda yang penulis maksud adalah berbagai ragam analisis dari sumber-
sumber data yang telah dihimpun dan analisis pengguna pendekatan tresebut yang 
tentunya memiliki tafsiran lain yang berbeda dari tafsiran sumber data 
sebelumnya. Selain itu, penemuan baru dari penelitian yang baru sulit ditemukan. 
Akan tetapi dalam pendekatan normatif ini validitas data sekunder yang dijelaskan 
dapat dipercaya sehingga dapat menjadi rujukan terhadap kerangka pikir yang 
diajukan. Adapun jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan 
normatif adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian intervariasi hukum adalah penelitian yang mengumpulkan 
data dan melakukan proses identifikasi secara kritis-analitis dan logis-
sistematis. Dalam mengintervariasi hukum ada beberapa langkah 
yakni: 
1. Menetapkan criteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-
norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif 
dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan 
norma hukum. 
2. Mengoleksi norma-norma yang dianggap norma hukum. 
3. Malakukan pengorganisasian norma-norma yang telah 
diidentifikasi kedalam suatu system komprehensif. 
b. Penelitian Asas-asas Hukum yakni penelitian yang akan melihat asal 
dari pembentukan asas sebuah hukum yang berlaku. Adapun asas 





melakukan penelitian susila terhadap hukum artinya penilaian yang 
bersifat etis.34 Penelitian jenis ini meliputi: 
1. Memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang 
menjadi objek penelitian. 
2. Melakukan pengelompokan terhadap pasal-pasal tersebut lalu 
mengurutkannya dengan beberapa kategori. 
3. Menganalisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan kaidah-
kaidah yang ada. 
4. Melakukan konstruksi dengan ketentuan: mencakup semua bahan 
hukum yang akan diteliti, konsisten, estetis, dan sederhana dalam 
perumusannya.  
5. Penelitian hukum klinis, yakni penelitian hukum yang berusaha 
menemukan apakah hukumnya bagi yang suatu perkara in-
concreto. Walaupun hasil dari penelitian hukum klinis tidak dapat 
dijadikan patokan hukum secara general, akan tetapi dapat 
dijadikan referensi dalam menalarkan argument-argumen hukum 
dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan 
baru. 
6. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika undang-undang, 
namun penelitian ini tidaklah hendak mencari secara secara teknis 
melainkan pengertian dasar dari suatu sistem hukum yang terdapat 
                                                          





dalam suatu peraturan undang-undangan yang akan diteliti. 
Adapun prinsip-prinsip yang harus digunakan adalah:  
7. Derogasi: menolak aturan yang bertentangan dengan aturan yang 
lebih tinggi. 
8. Non-kontradiksi: tidak boleh menyatakan ada tidaknya sebuah 
kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama. 
9. Subsumsi: adanya hubungan logis antara dua peraturan dalam 
hubungan dengan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih 
rendah. 
10. Eksklusi: tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan 
perundang-undangan. 
11. Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan 
perundang-undangan yakni dengan melakukan penelaahan 
terhadap undang-undang baik secara vertikal maupun secara 
horizontal. Adapun asas hirarki perundang-undangan adalah 
sebagai berikut: 
12. Undang-undang tidak berlaku surut 
13. Asas Lex Superior, di mana undang-undang yang lebih tinggi 
mengalahkan undang-undang yang lebih rendah. 
14. Asas Lex Speciali, dimana undang-undang yang bersifat khusus 
dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. 
15. Asas Lex Poterior, undang-undang yang berlaku belakangan 





16. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 
17. Asas-asas lain dapat dilihat dari Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 
tentang momerandum DPR/GR mengenai sumber tertib hukum RI 
dan tata urutan peraturan perundangan RI dalam menelaah 
bagaimana hirarki suatu perundang-undangan. 
18. Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui 
persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang 
diteliti. 
19. Penelitian sejarah hukum, bermaksud untuk meneliti 
perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti.35 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam melakukan penelitian mengenai “Peranan Kepolisian dalam 
menanggulangi Unjuk Rasa di Kota Makassar (Perspektif HAM dan Hukum 
Islam)”. Penulis  memilih lokasi di Polrestabes Makassar Timur. Penentuan lokasi 
ini cukup strategis dan cukup tepat dengan mempertimbangkan teori subtantif. 
Yaitu pergi untuk menjajaki lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian 
antara teori dengan kenyataan yang ada dilapangan, mengingat akhir-akhir ini 
banyak sekali kejadian-kejadian unjuk rasa yang marak diperbincangkan oleh 
khalayak ramai, baik demonstrasi yang bersifat damai maupun anarkis. 
Mengingat keterbatasan waktu, dan tenaga, Penulis hanya membatasi 
penelitian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis 
                                                          






pada Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa dasawarsa akhir-
akhir ini. 
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2012 
sampai ada tanggal 15 Maret 2012. Akumulasi waktu penelitian tersebut 
ditentukan setelah memperkirakan detline waktu yang akan dibutuhkan dalam 
mengurus semua proses administrasi dan pelaksanaan penelitian.  
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi merupakan suatu istilah yang sudah menjadi rahasia umum 
dan familiar dikalangan masyarakat, apalagi ditambah dengan arus informasi 
yang berkembang pesat, baik media elektronik maupun media cetak, namun 
tidak semua orang memahami makna dan pengertian populasi tersebut. Oleh 
karena itu Penulis merasa perlu untuk mengemukakan pengertian populasi 
menurut pandangan para Ahli. 
2. Sampel 
Sampel yang ditentukan dalam hal ini adalah yang terpilih 8 orang 
yang diberikan angket dan beberapa orang sebagai pucuk pimpinan yang 
berhubungan dengan penanggulangan unjuk rasa/demonstrasi akan 
diwawancarai. 
D. Tipe dan Sifat Penelitian 
Dalam memperoleh hasil penelitian yang valid sangat tergantung dari sifat 





doktrinal dan indoktrinal. Doktrinal maksudnya adalah peneliti melakukan 
penelusuran dan telaah serta analisis terhadap dokumen dan peraturan perundang-
undangan dan keterkaitanya dengan perspektif HAM dan hukum Islam yang 
diteliti. Dikatakan nondoktrinal, karena peneliti juga melakukan wawancara 
kepada Polresta Makassar Timur di Makassar. 
Penelitian mengenai Peranan Kepolisisan dalam menanggulangi Unjuk 
Rasa di Kota Makassar (Perspektif HAM dan Hukum Islam) merupakan 
penelitian yang bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran tentang situasi, 
kondisi dan strategi penyelesaian masalah penanggulangan unjuk rasa. 
E. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Dalam penulisan skripsi ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data 
kualitatif. Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan data 
tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran 
(kuantifikasi). 
2. Sumber Data 
Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah dan data 
lapangan atau field research dan data  pustaka atau library research. 
a. Field research atau penelitian lapangan, dengan cara-cara seperti 
interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan 





untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh 
melalui angket yang dipandang meragukan. 
b. Library research atau penelitian kepustakaan, dengan cara berusaha 
menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, 
peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya. 
 
F. Instrumen Penelitian  
Dalam upaya pengumpulan data, suatu penelitian haruslah ditunjang oleh 
instrument penelitian yang memadai, oleh karena gambaran penelitian akan 
menjadi arah pandangannya bila ditunjang instumen yang tersedia. Hal ini 
merupakan kondisi jasmani dan rohani yang sehat, akan dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan sempurna dengan alat tulis dan sarana penunjang 
lainnya yang memadai. Oleh karena itu, maka suatu penelitian mutlak 
membutuhkan instrumen dalam memperoleh data penelitian yang akurat dan 
validitas data yang menggembirakan. E Joko Subagjo mengemukakan bahwa 
instrument penelitian sebagai suatu pasangan para petugas lapangan merupakan 
pedoman satu-satunya yang sengaja disiapkan dalam bentuk yang di kehendaki 
untuk secara serentak dalam waktu yang ditentukan. 
Demikian halnya dengan dengan penelitian ini penulis telah menyiapkan 





1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dengan sumber data.  
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan. 
 
G. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka dilakukan peneleitian 
lapangan di Polrestabes Makassar dengan menggunakan metode pengumpulan 
data primer dan sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau 
penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan 
langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara  dan tanya jawab pada 
informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang 
diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan cara berusaha menelusuri dan mengumpulkan 






1) Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara 
melihat langsung objek penelitian yang menjadi focus penelitian36 
2) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruktifkan makna 
dalam satuan topic tertentu37 
3)  Dokumentasi adalah data-data yang diperoleh di lapangan berupa 
dokumen penting. 
H. Metode pengolahan dan analisis data 
a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data 
tertulis. 
b. Proses data dengan cara memilah-milah data. 
Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam  penelitian, 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah 
dengan cara memberi kode-kode tertentu. 
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan didiskripsikan dalam 
menemukan jawaban permasalahan. 
c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang 
sebelumnya telah dikategorikan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
  Polresta Makassar timur berada di jalan Andi Pangeran Petarani Makassar, 
yang letak strategisnya berada dijantung kota Makassar yang tentunya 
memudahkan akses bagi mereka yang berkeinginan berkunjung, dikarenakan 
mudah dijangkau apalagi dilalui oleh kendaraan umum (Angkot) atau Mobil Pete-
pete. 
  Secara geografis Makassar timur berada kurang lebih 10 km dari arah 
Selatan kota Makassar, dan kurang lebih 20 km dari arah timur kota Makassar. 
Letak kantor yang berada dijalur umum jalan Andi Pangeran Pettarani No.47 kota 
Makassar dan kantor ini telah menjadi sarana masyarakat untuk mengadukan 
berbagai macam tindak kejahatan yang mereka alami, guna menuntut keadilan dan 
perlindungan. Dan dikantor ini pula berbagai macam persoalan yang berkenaan 
dengan masalah hukum diselesaikan.  
  Polresta Makassar Timur adalah kantor yang senantiasa melayani berbagai 
pengaduan tindakan hukum, sehingga kantor ini selalu terbuka untuk umum tanpa 
terkecuali, khususnya bagi mereka warga Makassar, dan kenyataanya pun warga 
yang berkunjung tidak hanya dari kalangan menengah keatas tetapi juga didapati 
kalangan bawah (rakyat kecil) berkunjung untuk mengadukan berbagai macam 
persoalan yang berkaitan dengan hukum. 





Penulis dapat menguraikan secara global tentang ketentuan mengenai 
kemerdekaan menyampaikan pendapat atau unjuk rasa atau demonstrasi yang 
diatur dalam ketentua UUD 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998. 
1. Bahwa menurut pasal 28 UUD 1945 kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-undang. 
2. Sedangkan menurut ketentuan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang 
kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang terdiri dari 
VII Bab dan 20 pasal yakni : 
a. Bab I Ketentuan Umum 
b. Bab II Ketentuan tentang pasal dan tujuan 
c. Bab III Ketentuan tentang hak dan kewajiban 
d. Bab IV Ketentuan tentang bentuk-bentuk dan tata cara 
penyampaian pendapat 
e. Bab V Ketentuan tentang sanksi 
f. Bab VI Ketentuan tentang penentuan peralihan 
g. Bab VII Ketentuan tentang penutup.38 
Dari ketentuan pasal 28 UUD 1945 dengan ketentuan UU No 9 Tahun 
1998, maka penulus dapat menarik kesimpulan bahwa ketentuan yang diatur 
dalam pasal 28 UUD 1945 itu merupakan suatu fundamen utama yang dapat 
menjamin kebebasan warga masyarakat untuk bebas mengeluarkan pikiran baik 
secara lisan maupun secara tertulis. Namun demikian ketentuan tersebut bersifat 
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universal dan abstrak, yakni tidak ditentukan koridor-koridor tertentu dan format-
format serta cara-cara dalam mengekspresikan pendapat atau pikiran, dan 
ketentuan-ketentuan sanksinya tidak ditentuka secara jelas. Oleh karena itu 
menurut hemat penulis ketentuan pasal 28 UUD 1945 itu bersifat abstrak dan 
universal. Sedangkan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 9 tahun 1998 
adalah merupakan perwujudan dari aturan yang ditentukan dalam pasal 28 UUD 
1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. 
Dengan demikian, maka ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 itu 
merupakan ketentuan yang bersifat konkrit karena didalam UU nomor 9 Tahun 
1998 ini sudah ditentukan secara jelas: 
  Mengenai definisi, waktu, bentuk, cara-cara, syarat-syarat, hak dan 
kewajiban dan ketentuan sanksi mengenai unjuk rasa atau demonstrasi sudah jelas 
ditentukannya. Misalnya : 
1. Pasal 9 ayat (1) ketentuan menyampaikan pendapat 
a. Unjuk rasa atau demonstrasi 
b. Pawai 
c. Rapat Umum 
d. Mimbar Bebas 
2. Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud ayat 1, 
dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum kecuali : 
a. Di lingkungan Istana kepresidenan 





c. Instalasi Militer 
d. Rumah Sakit 
e. Pelabuhan Udara atau Laut 
f. Stasiun kereta Api 
g. Terminal-terminal Angkutan Darat 
h. Objek-objek Vital nasional 
i. Pada hari besar nasional 
3. Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan 
keselamatan umum. Dalam hal penanganan terhadap aksi Unjuk Rasa, Polri 
juga sudah mengeluarkan prosedur tetap didalam penanganan unjukrasa yang 
bersifat anarki yaitu Prosedur tetap direktur samapta babinkam Polri No 
Pol:PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 tentang tindakan tegas terukur 
terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang bagaimana melakukan 
tindakantindakan terhadap para pengunjuk Rasa yang telah anarki dan 
ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengendalian Massa.13 Atas dasar itulah maka setiap anggota Polri harus 
memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannnya – 
terutama yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang 
yang mereka jumpai dalam pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan 
dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga 
penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan penerapan secara etis 





1. Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut 
hukum yang berlaku. 
2. Keharusan Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada 
kebutuhan untuk bertindak 
3. Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap 
Hak Asasi 
4. Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang 
ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak 
Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran. 
 
C. Peranan Polisi dalam menanggulangi Unjuk Rasa di Kota Makassar 
Dalam hal pengukuran terhadap peranan polisi dalam menanggulangi 
Unjuk Rasa di kota Makassar  berikut penulis akan mengemukakan penjelasan 
seputar hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, yakni 100% responden 
merupakan anggota tetap dalam kepolisian sektor ini dibuktikan dengan jawaban 
yang dikemukakan 100% menjawab sebagai anggota polisi artinya totalitas 
responden dapat dijadikan sebagai sumber  informasi yang valid berkenaan 
dengan peranan kepolisian dalam sektor Kota Makassar. Totalitas responden 
memahami konsepsi UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 
pendapat dimuka umum. Jadi analisis terhadap peranan keplisian dalam 
menanggulangi Unjuk Rasa dilakukan dengan menganalisis tingkat 





jawaban yang dikemukakan oleh para responden yang akan diujicoba dengan 
menganalisis jawaban jawaban tersebut dengan membandingkan jawaban lainnya.   
Mengenai tentang seringnya terjadi Anarkis pada saat aksi Unjuk-rasa 
yang berlangsung di sekitar wilayah Makassar, maka pihak kepolisian 
melaksanakan penindakan sesuai protap yang ada atau juga  melaksanakan 
tindakan cepat sesuai hati Nurani. Dalam lapangan aksi seringkali ditemukan  
beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Para massa, Sehingga pihak polisi juga 
menerapkan sanksi-sanksi dalam hal pelanggaran tersebut seperti menyelesaikan 
secara persuasiv sesuai dengan kondisi pelaku atau melakukan tindakan sesuai 
prosedur pemidanaan sesuai UU No. 98 tahun1998 tentang Kemerdekaan 
penyampaikan pendapat dimuka umum.      
Penerapan sanksi dalam terhadap Massa yang melakukan aksi Unjuk rasa 
agar kiranya mempunyai efek sesuai dengan sanksi yang sudah diterapkan seperti 
mengurangi pelanggaran dan meningkatkan efek jera atau menimbulkan 
kesadaran disiplin berUnjuk-rasa. artinya keinginan untuk mengayomi para 
masyarakat  dengan memberikan pendidikan hukum yang baik dan berupaya 
menyadarkan masyararakat tentang pentingnya disiplin dalam berUnjuk rasa lebih 
penting  daripada keinginan untuk membuat jera dalam penyelesaian hukum. 
Namun sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi saat ini sudah tidak ada efek 
jera bagi para Massa yang melakukan aksi unjuk-rasa di karenakan sudah menjadi 
budaya di Makassar, mereka mengatakan bahwa Demonstrasi  adalah hal yang 





karena seringnya terjadi pelanggaran dalam aturan berUnjuk-rasa yang  biasanya  
eerakhir dengan Anarkis.   
Disiplin dalam berunjuk-rasa sampai saat ini belum terjadi peningkatan 
secara signifikan dikarenakan seringnya para massa yang melakukan Unjuk rasa 
merusak fasilitas Negara seperti membakar beberapa Pos Polisi, merusak Tiang 
rambu lalu lintas, dan sebagainya. Namun sesuai hasil penelitian dilapangan 
Mahsaiswa yang kerap merusak beberapa fasilitas disebabkan karena kurangnya 
perhatian pemerintah terhadap aspirasi rakyat yang selama ini disampaikan 
langsung oleh para mahasiswa. 
Kebijakan yang seharusnya diterapkan dalam mengurangi pelanggaran 
berUnjuk rasa di wilayah Kota Makassar sebagai berikut: 
a. Melaksanakan UU No. 9 tahun 1998 dengan sebenar-benarnya. 
b. Melakukan aksi Unjuk rasa yang murni tanpa dibekengi oleh 
kepentingan-kepentingan tertentu.  
c. Melakukan pengawalan terhadap giat aksi agar aksi Unjuk rasa dapat 
berjalan dengan lancer, aman, dan terkendali. 
d. Sebaiknya para pengunjuk rasa khususnya teman-teman mahasiswa harus 
memahami betul isi dari UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan 
menyampaikan pendapat dimuka umum. 
e.  Mengerti azas dan tujuan dari UU No.9 tahun 1998 ada dalam pasal 3-4.  
1. Asas : 
a. Asas keseimbangan antara hak hak dan kewajiban. 
b. Asas musyawarah dan mufakat 





d. Asas proporsionalitas 
e. Asas manfaat. 
2. Tujuan  
a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab 
b. Mewujudkan perundangan Hukum 
c. Mewujudkan iklim yang kondusif 
d. Menempatkan tanggung jawab sosial. 
f. Memahami hak dan kewajiban, pasal 5 sampai 8. 
1. Hormati hak-hak kebebasan orang lain 
2. Hormati aturan moral yang diakui umum. 
3. Taati hukum dan ketentuan undang-undang 
4. Jaga dan hormati keamanan dan ketertiban umum 
5. Jaga keutuhan dan persatuan bangsa 
g. Perlu dipahami bahwa pada pasal 10 menyatakan : penyampaiandimuka 
umu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 
3X24 jam sebelum diterima.  
h. Tidak ada aksi pesanan atau bayaran.  
i. Sekiranya UU No.9 tahun 1998 dipahami betul pasti dalam 
menyampaikan pendapat dimuka umum akan tertib aman agar  menjadi 
Negara percontohan dalam hal Unjuk rasa. 
j. Memberikan pemahaman UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan 
menyampaikan pendapat di muka umum. 
Sebagai tambahan analisis, perlu untuk penulis tambahkan bahwa dalam 
penelitian ini responden cenderung memberikan keterangan yang tidak sesuai 
dengan kemampuan responden, terkhusus pada pertanyaan yang berhubungan 





sosialisasi perundang-undangan juga selayaknya dilakukan terhadap aparat, 
sehingga pelaksanaan peraturan perundang-udangan ditingkat pelaksana dapat 
berjalan sesuai dengan amanah UU. 
D. Pelaksanaan Hak-hak dan penanggulangan Hukum unjuk rasa di khalayak 
umum. 
Pelaksanaan hak dalam menanggulangi aksi unjuk rasa maka pihak 
kepolisian memberitahukan kepada para massa bahwa demonstaran harus 
memenuhi kewajibannya dengan melapor ke kepolisian 3X24 Jam sebelum aksi 
dilakukan. Polri juga berharap demonstran tertib dalam menyampaikan 
aspirasinya tertib terkait dengan perampasan hak rakyat yang di backing oleh 
pemerintah. Dalam melaksanakan demo setiap orang harus tahu peraturan dan 
rambu-rambu yang membatasi dalam pelaksanaan demo, Jangan karena hanya 
ingin menuntut alasan atau melakukan ekspresi kebebasan tetapi malah melanggar 
aturan atau merugikan orang lain. Selain itu juga jangan sampai terprovokasi  atau 
terpancing melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. 
Masyarakat sangat merindukan kedamaian dalam melaksanakan aktifitas 
dan tidak terganggu demo-demo yang cenderung anarkis dan merusak, ini 
tentunya kontra produktif terhadap apa yang disuarakan dan masyarakat menjadi 
antipasti. Polisi akan mengamankan demo-demo itu sesuai keputusan Kapolri 
Nomor 16 Tahun 2006 tentang pengendalian Masyarakat. Namun jika terjadi 





1/X/2010 tentang Penanggulngan Tindak Anarkis dengan tindakan tegas dan 
terukur. 
Tentu masyarakat dan polri berharap pengunjuk rasa tetap menjaga 
ketertiban dan keamanan aksi mereka sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 
tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, misalnya tidak 
membawa atribut aksi berupa binatang dan melibatkan anak dibawah umur. 
Namun bila yang terjadi sebaliknya, guna mencegah meluasnya anarki, aparat 
keamanan tidak boleh tinggal diam, hanya tindakan harus tetap terukur 
sebagaimana Protap. 39 
Tindakan terukur itu berbentuk imbauan yang bersifat persuasive kepada 
pengunjuk rasa agar bertindak tertib. Bila imbauan diabaikan, pengunjuk rasa 
akan dihadapi oleh petelon pengendali massa dengan tangan kosong lunak, artinya 
tindakan petugas masih bersifat preventif. Bila eskalasi meningkat, maka lapis 
kekuatan pengamanan akan menerjunkan pengendali massa dengan tangan kosong 
keras, berturut-turut kemudian menggunakan senjata tumpul, dan penggunaan 
senjata.40 
E. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penertiban 
atau penanggulangan aksi Unjuk Rasa di wilayah Kota Makassar. 
Dalam upaya meningkatkan penertiban atau penanggulangan aksi unjuk 
rasa, diakui banyak kendala yang mesti dihadapi oleh aparat pada tingkat 
pelaksanaan dilapangan. Kendala-kendala tersebut, mangakibatkan semakin 
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rapuhnya upaya penertiban dan penanggulangan para massa dalam Unjuk.rasa di 
jalan.  
Salah satu kendala yang ditemukan dilapangan kurang mampunya 
mengendalikan kondisi diakibatkan oleh terlalu banyaknya massa pengunjuk rasa 
dibandingkan dengan personel yang khusus berjaga di lapangan pada saat itu. Jadi 
fenomena terlalu banyaknya massa pengunjuk rasa mengakibatkan aparat kurang 
bisa menertibkan aksi tersebut. Kemudian para massa kadang melakukan aksi 
yang berlebihan yang berakhir dengan aksi Anarkis, merusak fasilitas umum dan 
bahkan melukai aparat yang bertugas saat itu. Kondisi seperti itu akibat kurangnya 
tingkat pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan aski unjuk 
rasa sehingga sering kali terjadi perkelahian dilapangan antara pihak polisi dan 
pihak aksi unjuk rasa. 
Kedua kendala yang penulis uraikan merupakan yang bersifat struktural 
dan sosiologis sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai demi terwujudnya 
system penertiban atau penanggulangan unjuk rasa yang baik dan kondusif. 
Perihal ini mesti segera ditanggulangi agar masyarakat terhindar dari berbagai 
masalah khususnya yang berhubungan dengan Unjuk –rasa. Sesungguhnya yang 
mempengaruhi permasalahan dalam berunjuk rasa adalah latar belakang 
pembentuk pengalaman. 
Bila kita telusuri atau kita cari tahu perilaku seseorang, ada penyebab dari 
pengalaman yang membetuk dia, dan faktor  “stimulus” yang ada disekililingnya, 
kondisi organik dia sendiri. Bila kita amati sebagian besar warga Negara kurang 





semacam ini kurang memilki disiplin murni. Inilah yang mengakibatkan dia 
menangkap stimulus dijalan berunjuk rasa, akan diterjemahkan dalam berjuang 
untuk hidup dengan kurang menghasilkan norma-norma.  
Penulis sependapat dengan Kuntjaningrat dalam bukunya “kebudayaan 
mentalitet dan pembangunan” (1979) bahwa akibat penjajahan yang cukup lama 
dan juga akibat perang kemerdekaan yang relatif lama pula maka mentalitet 
pembangunan kita menjadi : 
a. Sifat yang tidak percaya diri sendiri ini terlihat dari mereka yang ingin 
lepas tanggung jawab, bila melanggar. 
b. Sifat tidak disiplin murni, bila ada petugas mereka disiplin tetapi bila 
ada petugas kadang lebih beruat onar atau kadang kala melakukan 
gerakan tambahan yang bisa merugikan orang banyak. 
c. Sifat yang mengabaikan tanggung jawab. Pada masalah unjuk rasa 
sering terjadi pengrusakan fasilitas umum. 
Budaya orientasi ke atas juga disebutkan pula oleh Kuntjaraningrat dalam 
bukunya tersebut tadi bahwa “nilai budaya yang terlampau banyak berorientasi 
vertical terhadap orang-orang pembesar, orang-orang yang berpangkat tinggi dan 
orang-orang tua”. Namun budaya ini tidak dimanfaatkan oleh pengunjuk rasa  













Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor yang menjadi kendala di Kota Makassar yaitu Bahwa kurang 
mampunya mengendalikan kondisi diakibatkan oleh terlalu banyaknya 
massa pengunjuku rasa dibandingkan dengan personel yang khusus 
berjaga di lapangan pada saat itu. Jadi fenomena terlalu banyaknya massa 
pengunjuk rasa mengakibatkan aparat kurang bisa menertibkan aksi 
tersebut. Kemudian para massa kadang melakukan aksi yang berlebihan 
yang berakhir dengan aksi Anarkis, merusak fasilitas umum dan bahkan 
melukai aparat. 
2. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menertibkan para aksi unjuk 
rasa di kota Makassar yaitu peran polri sebagai pihak yang berwenang 
harus terjun langsung ke lapangan dan mengarahkan para anggota polisi 
yang lain agar sekiranya senantiasa ada di lokasi untuk  menertibkan 
pengunjuk rasa supaya tidak terjadi aksi yang berakhir dengan anarkisme 
demim menjamin keselamatan jiwa baik para pengunjuk rasa maupun para 
personil Polisi. 
3. Bagaimanapun situasinya di lapangan, aparat harus mengedepankan 
nurani, berpikir jernih, dan menganggap pengunjuk rasa itu adalah bagian 





harus lebih mengedepankan tindakan persuasif dan menjaga jangan sampai 
jatuh korban. 
B. Saran 
Saran dari penelitian ini adalah dengan melihat berbagai persoalan yang 
ditemukan pada kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: 
1. Agar polisi terus meningkatkan perannya dalam masyarakat dan 
semakin menunjukkan eksistensinya dengan memberikan pengayoman 
yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan amanah dalam Undang-
undang. 
2. Agar kepolisian melakukan proses internalisasi dengan mengaktifkan 
berbagai unsur demi mananggulangi kurangnya personel polisi 
dilapangan pada saat aksi unjuk rasa belangsung dan melakukan upaya 
sosialisasi secara terbuka dan terus menerus dalam rangka 
menyadarkan para massa yang akan melakukan unjuk rasa akan 
pentingnya mematuhi berbagai aturan berunjuk rasa. 
3. Agar kepolisian terus menerus belajar untuk dapat menanggulangi 
berbagai pelanggaran unjuk-rasa yang dapat merugikan berbagai 
pihak.   
C. Implikasi 
Apabila saran-saran yang penulis kemukakan dapat direalisasikan, maka 





akan merasa tenteram dengan keberadaan polisi sebagai pengayom masyarakat 
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